
BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1) Pengaturan Anti-dumping menurut GATT/WTO 1994 telah memberikan 

instrumen penting dalam menjaga keadilan perdagangan dan melindungi 

industri domestik..Pengaturan ini menekankan pentingnya pembuktian 

adanya dumping, kerugian material pada industri dalam negeri, dan hubungan 

sebab-akibat antara keduanya sebagai prasyarat untuk menerapkan tindakan 

protektif. Secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping diatur 

dalam Article VI GATT/WTO 1994 atau ADA. Pengaturan Anti-Dumping 

secara Nasional diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006) memberi dasar hukum bagi 

penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), UU No. 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan mengatur instrumen perlindungan perdagangan, 

termasuk tindakan anti-dumping, serta PP No. 34 Tahun 2011 tentang 

Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan 

Perdagangan. 

2) implementasi peraturan anti-dumping telah menunjukkan komitmen terhadap 

sistem perdagangan multilateral.Indonesia sebagai anggota WTO telah 

mengadopsi ketentuan tersebut melalui ratifikasi Agreement Establishing 

WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan menerapkan aturan 

anti-dumping dalam peraturan nasional, khususnya melalui Peraturan 

Pemerintah No. 34 Tahun 1996 dan pembentukan Komite Anti Dumping 

Indonesia (KADI). Peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diamandemen dengan Undang-
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Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana terkait Komite Anti-

Dumping Indonesia (KADI), mencerminkan upaya harmonisasi dengan 

ketentuan WTO. Berbagai investigasi dan pengenaan Bea Masuk Anti 

Dumping (BMAD) yang dilakukan oleh KADI menunjukkan bahwa 

mekanisme ini aktif digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari 

praktik dumping yang merugikan. Namun, tantangan masih ada, terutama 

dalam hal kapasitas investigasi, kecepatan proses, serta keselarasan 

interpretasi antara peraturan domestik dan ketentuan WTO yang kompleks. 

B. Saran  

1. Penguatan kapasitas teknis, sumber daya manusia, dan sarana pendukung 

Komite Anti Dumping Indonesia sangat penting agar proses penyelidikan 

dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar 

internasional. Pelatihan dan peningkatan kompetensi penyidik anti-

dumping harus menjadi prioritas. 

2. Diharapkan setiap anggota WTO mengikuti aturan-aturan yang sudah 

ditentukan, hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan hubungan 

internasional setiap negara untuk menghindari konflik-konflik yang dapat 

merusak hubungan baik antar Negara. 
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